
. 
3. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004 renlang 

Pemennlahan Daerah sebagaimana tetah dl\.tlah bebefapa 
kali, teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahon 
2006 lentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomo< 32 Tahon 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Neg!!(a Republil< Indonesia Tahun 2006 Nomor 
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4644 ), 

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Petlindungan dan Peogelolaan Lingkt.ogan Hldup 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tatu, 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Reptblik Indonesia 
Nomo< 5059) 

1 Unoang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah--Oaefah Kabupaten dalam 
Lingl<ungan Propinsi Jawa Baral (Benta Negara Tahun 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas, 
Somber Daya Alam Hayati dan Ekos,stemnya (Lembaran 
Negara Repub11k Indonesia Talul 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Reptblik Indonesia Nomor 
3419); 

Menimbang · a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c 
Perat\Kan Pemerintah Nomor 27 Tatu, 2012 tenlang lzin 
Lingl<ungan, lzin Lingl<ungan ditertxtkan oleh Bupati; 

b. bahwa berdasarl<an peltimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, maka pertu di telapkan Peratu-an 
Bupati tentang Tata Cara dan Persyaralan Penerbitan lzsn 
Lingkungan d, Kabupaten Bekas1. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI 

KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR ' l'.Slll ai,i4· 



!i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1009 1en1a...g Pelayanan 
PIJbl,~ Clembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
looones,a Nom0< 5038). 

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent a~ 
Pernbenlukan Peraturan Perundang-4.1ndangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerin\ahan Antara Pemerin\ah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah 
Kabupaten!Kota (t.embaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik lndOnesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285), 

9 Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup N0<nor 16 
Tahun 2012 ten\ang Pedoman Penyusunan Ookumen 
Lingkungan Hidup; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Proook Hukum Oaerah; 

11 Peraturan Menteri Negara Ungkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiaian yang wajib dilengkapi dengan Analisis dan lzin 
Lingkungan Hidup; 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyaraka\ dalam Proses 
Analisis Mengenai Oampak Lingkungan Hidup dan lzin 
Lingkungan Hidup, 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
1en1ang Urusan Pemerinlahan Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor6), 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 ranon 2009 
tentang Organisasi Perangka\ Oaerah Kabupaten Bekas, 
Sebaga,mana teian diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Oaerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kab<Jpaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 8); 

- 



Oalam Peraturan Bupatl ini yang drrnaksud dengan . 
1 Kabupaten sdatah Kabupaten Bel<asL 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Oaerah Kabupaten Bel<asi. 
3. Bupa!I adalah Bupati Sekasi. 
4. Sadan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH 

adalah Sadan Pengelolaan Lingl<ungan Hid~ Kabupaten Bekas.. 
5 Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang 

selanjulnya disebut BPMPPT adalah Sadan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekas, 

6. lzm Lingkungan adalah lzm yang diberikan kepada seliap 0<ang yang 
melakukan usaha dan/a1au Kegiatan yang wajib Amdal alau UKL-UPL 
dalam rangka. perlindungan dan pengelolaan lingkur.gan hidup sebagai 
p.Q3syarat memperoleh lzin Usaha dan/atau Kegiatan. 

7 Analis,s mengenai dampak lingkungan hid~. yang selan1utnya disebut 
Amdal. adalah ka11an mengenai dampak panting suatu usaha dan/atau 
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang dipertukan balJi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danlatau 
keg,aran. 

8. Upaya PengelolaBn dan Upaya Pemantauan Lingkungan H'!dup yang 
selaniutnya diseout UKL·UPL, adalah pengelolaan dan pemamauan 
temadap usaba dan/atau Kegiatan yang berdampak penbng terlladap 
lingkungan hidup yang d,pe~ukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Keg,atan. 

9. Usaha dan/arau Kegiatan adalah sega!a bentuk aktifitas yang dapal 
menimbulkan perubahan te<hadap rona hngkungan hidup ser1a 
menyebabkan dampak temadap hngku,gan hickip_ 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

· Tata Cara dan Persyaratan Penerb~an lzin Lingkungan di 
Kabupaten Bekasi. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

~ 4 1a 9 .,.;i 6ei;as ~1,0 5 T.art..r 2010 ..-ung­ 
~ pd& Q; W 1, Penzrai l«Jl'I' Per..zna,t -oan Pelwt i,e-..an 

w..,.- ~ "*"'- Menangan ~ lkusan 
Oum ~ d Kaoupalen Bekas, sebagai.m relall 
--.... dn.tlan teral<h,r dengan Peraturan Bupati 
Be,,as, NOmOr 24 Tahun 2013 tetang Perubahan Ket,ga 
atas P>,ra:turan Bupau Erekasi Nomor 5 Tahun 2010 ten<M9 
Penyelenggaraan PenZJnan. Non Perizinan dan 
Pehmpahan sebag,an Kewenangan untuk Menangarv 
sebagian Urusan Otonomi Dae<ah di Kabupaten Bekasi 
(Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 24). 



( 1) Permohonan lzin Lingkungan diajukan secara tenulis oleh 
penanggunQj!lwab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada 
BPMPPT dengan melampirkan : 
a. DokumenAmdal atau formulir UKL-UPL, 
b. Dokumen Pendirian Usana dan/atau Kegiatan: 
c. Profil Useha qalatau Kegiatan, 
d. Tande bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakh,r 

Paragraf Dua 
Pennohonan 

Pasal3 

Setiap usena dan/atau kegiatan yang wajb memilikl Amdal atsu UKL-UPL 
wajib mem1liki izin lingkungan. 

Pasal2 

Paragraf Satu 

BAB II 
KETENTUAN PERIZINAN 

Oa:,c:- a r i:,artnw•• ~ ~ )'af"IQ sangat Mel.- e;w .-,;: 1 5 r, dl!r. SL0CU l.lsana """"""'3t l(eg,atan 

· · ~"'-YA -=..- ,..,,. ruarg 1rg1.~ .a,,an anatsos oarnpa'< Migkl61Q311 
:,o.;c,p,. :::,s,c,e>:a,, l)e' 'lg-~ 

• 2 !.,'>abts Oao:,pa l..l"gu,gan Hidup. yang selan,umya disebul ~I. 
~ ~ .secere cermat dan mendaJam 1Mtang cJ3!mP4t-k 
pe, •- •..: ...-., rencana usaha dan/alau kegiatan. 

13 Rencat\a l'en;leioiaan Lingk.ungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, 
adatah upaya penanganan dampak temadap lingkungan hidup yang 
dltimbulkan aklbat dari rencana usaha danlatau Kegiatan. 

t4 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjulnya disebut RPL, 
adaJah upaya pemantauan komponen 11ngkungan hidup yang terkena 
dampak ak1bat dari reocana Usatia carvatau Kegia1an. 

1 S Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang 
menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha 
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapj dengan Amdal. 

16 Rekomendasi UKL·UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha 
dan/atau Kegiatan yang wajib UKL·UPL 

17 Pemrakarsa adaJah setiap orang atau instansi pemersntah yang 
benanggungiawab alas suatu usaha danlatau Keg,atan yang akan 
d1laksanakan 

18 lzin usaha danlatau kegiatan adalah izin yang dilerbilkan oleh mstansi 
teknis untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan 

19. Komis, Penilai Amdal adatah kom1s1 Penilai Amdal Kabupaten BekaSJ yang 
dibentuk berdaserkan Keputusan Bupati. 



(1) lzin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan 
Kelayakan Lingkungan hidup atau Rekomendasi UKL· UPL 

(2) Usaha dan/atau kegiatan waJib AMOAL, Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hiclup ditetapkan oleh Bupati clan lz1n Lmgkungan Hidup 
ditetapkan Kepala BPMPPT. 

(3) Usaha dan/atau Kegiatan waJib UKL·UPL, rekomendasi UKL·UPL 
d1tanda1angani oleh kepala BPLH sedangkan lzin Lingkungan 
ditandatangani Kepala BPMPPT. 

Bagian Tiga 
Penerbitan lzin L,ngkungan 

Pasal6 

- 

(1) Masyarakal dapat memberikan saran, pendapal dan tanggapan 
terhaclap pengumuman rencana usaha darvatau Kegiatan yang wajib 
AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari keria sejak diumumkan 

(2) Masyarakal dapat membenkan saran, pendapat clan tanggapan terhadap 
pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL 
sebagaimana dimaksucl Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja sejak d1umumkan. 

(3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayal (1) dan 
ayal (2) dapat disampaikan kepada Bupah melalui Kepala BPLH 

Pasal 5 

(1) Setelah menerima permohonan lzin Lingkungan, Kepala BPMPPT 
mengumumkan permohonan lzin Lingkungan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui multi 
media clan papen pengumuman dilokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling 
lama 5 (lime) hari kerja te.-hitung sejak dokumen P,odal dan RKL-RPL 
yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. 

(3) Pengumuman se~aimana dimaksud ayat(1) untuk usaha dan/atau 
Kegiatan yang wajib UKL·UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung 
sejak rormulir UKL -UPL yang diajukan clinyatakan lengkap secara 
administrasi. 

Pasal 4 

(2) Panav:,nar, iz,,, ungkungan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) 
d~<an be<samaan dengan pengaJuan pernla,an Ar]!l.il dan RKL· 
RPL atau pemenksa~ UKL-UPL. 

(3) F oonat formuhr permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pacla ayal (1) tercantum dalam lampiran yang metupakan bagian ridak 
terp,sahkan clari Pe<aturan Bupat, ini. 



( 1) Penanggungjawab usana dan/atau Kegiatan wajrb mengaJukan 
permohonan perubahan lzin Lingkungan, apabila usana dan/atau 
Kegiatan yang telah memperoleh lzin Lingkungan direncanakan untuk 
dtlakukan perubahan. 

(2) Perubahan usaha danlatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi · 

a. Perubahan kepemillkan Usana danlatau Keg,atan; 
b Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 

BAN IV 
PERUBAHAN lZIN LINGKUNGAN 

Pasal 10 

- 
karena bertenlangan dengan peraturan perundang- d. lzin dicabut 

undangan. 

(1) lzin L1ngkungan bertaku selama usaha dan/atau Kegiatan berjalan 
(2) lzin Lingkungan dinyatakan tidak bertaku apabila . 

a. lzin dipindah~ngankan atau berganti kepemilikan usaha; 
b. Jen,s usaha dan/atau kegiatan sudan tidak sesuai de119an yang 

tertera da!am izin yang telah diperoleh; 
c. Berakhirnya usaha dan/atau kegiatan; 

BAB Ill 
MASA BERLAKU 

Pasal9 

lzm Lingkungan yang telah d1terbitkan wajib drumumkan melalui media 
massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja seiak diumumkan. 

Pasal8 

Sebelum penerbitan 12in Lingkungan dan Keputusan Kelayakan lingkungan 
Hidup sebagaimana dirnaksud Pasal 6 BPLH dan BPMPPT melakukan 
langkah-langkah koo«linasi dan sinkronisasi 

Pesal7 

.c _. .,._..,. ec•_;aer:• •~aw-a:. C" J ~ sea1o1 :nemua1. 

• ~- .... ._,,.,i,a,, yang - dalam Keoutusan Kelayaktln 
-rv,:;:,von W a;au Rekomenaaso UKl.-1.IPL 

z; Pen;.,_, dan kewapban yang ditetapkan Bupan 
c Bera.n<mya f:oo L1ngl<ur,gan. 



(1) Pengendalian dan pengawasan ternaoao pelaksanaan lzin Lingkungan 
dilaksanakan oleh BPLH dan BPMPPT 

(2) Kepala BPLH dan BPMPPT wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya 
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati. 

BABVI 
PENGENOALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

Pemegang lz,n Lingkungan berkewajiban : 
1. Mentaati persyaratan dan kewaj,ban yang dimuat datam Izin Ln,gkungan 

dan tz,n Perlindungan dan Pengelolaan Ungkungan H1dup; 
2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan lerhadap 

persyaratan den kewajiban dalam lzin Ungkungan xepada Bupati secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan sekan melalui BPLH; 

3. Menyediakan dana peniaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hiduP 
yang akan diatur lebih lanjut melalu, Peraairan Bupati 

BABV 
KEWAJIBAN PEMEGANG !ZIN LINGKUNGAN 

Pasal 11 

Pr~ aa.am penggunaan alal-alatpr..Qduks• yang be(penganll 
~ ,ngtwngan hldup 

:: Penambahan kapasitas produkss; 
3) Perubahan sp,s~si 1ekrnk yang mem~9atuh1 1or>g1<ungan: 
4) Perubahan sarana Usaha dan/atau Keg,atan; 
5) Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau Kegiatan; 
6) Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/alau Keg,atan, 
7) Usaha dan/atau Kegiatan dtdalam kawasan yang belum tercakup 

dalam lzin Lingkungan; 
8) Terjadinya kebijakan pemerintah yang d1tujuknan da!am rangka 

peningkatan penindungan dan pengelolaan ltngkungan hidup 
danlatau; 

9) Terjadi perubahan tingkungan hidup yang saogat mendasar aklbat 
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dtlaksanakan. 

d. Terdapal perubahan dampak dan/atau resil<o terhadap lingkUngan 
hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup 
danltau audit lingkungan hidup yang <iwajibkan; dan/atau; 

e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Keaiatan datam 
jangka waktu 3 (liga) tahun sejak diterbitkannya lzin Lingi<ur19an 

~ ·-- ,.... ~-- ler'"lallap ~ l'-.c> - ,ww&...D-.:•••:a 



- 

,Hj. NENEN~SANAH YASIN . 

Diletapkan di Cikarang Pusat 
pada langgal ).:!'el>Nerl • 2 L( 
BUPATI BEKASI.~ 

Agar setiap orang mengelahu1nya, memerintahkan pengt.rldangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah 
Kabupaten Bekas, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dil.l'\dangkan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Dokumen Lingklli;igan yang telah meodapet perselujuan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati\;ni, dinyatakan berlaku dan dipersamakan dengan lzin 
L,ngkungan 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 



Hj. 

I BU?ATI BEKASI A 

( ..... .... . ) 

Pcmobon 

torm 3. Profil Usaha dan/a1au Kcgiaun 
rofil Usaha d.an/atau Kegiatan antara l::rin memuat . 

ti Nama pcrunggungjo.wab usah.."l dan/at:tu keg.i.alon: 
b. Nama usaha danfatau kcg.atan. 
c. Alamat usaba <bnlatau kcg1tu3.n; 

Bid:wg us-100 dan/:ittm k~,a.t.an~ dan 
~· Lolus.J usaha d.1n/iuau l:egmtan. 

irarm l. Ookumcn Peudirian Usaha da1\/'AUlu Kegiu•n 
I i'!:ltlla Ptmsahaan 
2. ~lamn.t 

' ~omor Telepon/F.a;\! 
ems Usaba 

~. 'JO./Ts) AktcPcndm:tn 
li'fPWP 

7 No.rrgJ lzm Lokasr 
No.ffgl P~rsen1ju:u1 KA·ANDAL 

Fonn l. ldtntita." Pemra.karsa 
I Na.ma Pemohoo 
c: l\l~UNl 

No,nor TdoporvF'a.x 
o\ lamat emai I 

Deng.an In• kanu mef\gajukai1 pem10bonau izin ling.kungan dengan da1.a-da1a sebagai berlht · 

TEMPAT 

Kepada Yth . 
Bupatr Bckas, 
Di 

Nonsor : 
Lampi ran 
Penha) Pcrmohcnen lzm Lmgkuog..,n 

FORMULJR PERMOHONAN IZIN ll'<GKUNGA>'< 

VMPRA.'i ~_..-.:,i;u.s !II.ff- =6-...S, 
'.ciMOR 

TANGGAL 
TENTANG TA1A CAP.A OAN ?ERSYARATAN 
PEMBERIAN IZIN UNGKUNGAN DI KABUPATEN 
BE KASI 

Behsi . 


